
S A L I N A N 

 

 

 

BUPATI  TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR   80  TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan 

anak usia dini melalui penguatan kualitas pendidik, 

kurikulum dan sarana prasarana pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Taman Kanak-Kanak lingkup Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6842); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 



3 

 

  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan 

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 607); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 

dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 451); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang 

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 652); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 206); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
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Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2022 Nomor 14); 

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2023 Nomor 118); 

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2024 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas , 

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI, 

TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN. 

 

 

Pasal I 

 

Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 52) diubah, sehingga berbunyi menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal  11 November 2025     

 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd  

 

H. RAHMAT TRIANTO 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 11 November 2025     

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

ISMAIL FAHMI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 82 
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DAFTAR UPTD TAMAN KANAK-KANAK 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

NO NPSN NAMA UNIT KECAMATAN 

1 30311792 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

BAJUIN 
BAJUIN 

2 30311910 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

BATU AMPAR 
BATU AMPAR 

3 69955295 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

KINTAP 
KINTAP 

4 69979349 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

KURAU 
KURAU 

5 30311879 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

PANYIPATAN 
PANYIPATAN 

6 30311741 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

PELAIHARI 
PELAIHARI 

7 30311796 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

TAKISUNG 
TAKISUNG 

8 69917750 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

TAMBANG ULANG 
TAMBANG ULANG 

9 30311815 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

BATI-BATI 
BATI-BATI 

10 30311853 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

JORONG 
JORONG 

11 - 
UPTD TK NEGERI PEMBINA 

BUMI MAKMUR 
BUMI MAKMUR 

12 30311746 UPTD TK NEGERI PABAHANAN PELAIHARI 

13 30311863 
UPTD TK NEGERI KARANG 

REJO 
JORONG 

14 30311802 UPTD TK NEGERI RANGGANG TAKISUNG 

15 30311797 
UPTD TK NEGERI 1 BANUA 

TENGAH  
TAKISUNG 

16 30311803 
UPTD TK NEGERI 2 BANUA 

TENGAH  
TAKISUNG 

17 30311806 
UPTD TK NEGERI SUMBER 

MAKMUR 
TAKISUNG 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. RAHMAT TRIANTO 

 

 

LAMPIRAN I 

NOMOR  

TANGGAL 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

:    80    TAHUN 2025 

:    11 November 2025 



 

 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

H. RAHMAT TRIANTO 

 

 

LAMPIRAN II 

NOMOR  

TANGGAL 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

:   80     TAHUN 2025 

:   11 November 2025  

KEPALA UPTD SATUAN 

PENDIDIKAN (TK, SD, DAN SMP) 

WAKIL KEPALA UPTD SATUAN 

PENDIDIKAN (TK, SD, DAN SMP) 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

URUSAN TATA USAHA 


